© KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
.\/<. SEKRETARIAT JENDERAL
<

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: http://www.kemnaker.qo.id

Nomor @ @-\/$76/Hk.02/Vil (2611 14 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal . Permohonan pengundangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan
wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan
oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat
harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur,
oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

ANALISIS KESESUAIAN

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik jo Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Analisis Dengan e :
' Dengan Analisis
Latar Belakang i 5 ForRitan - Peraturan Dengan
i Pembentukan Peraturan Andieis Qampak; inerundang-f Perundang- | Putusan Kotarangen
£ : : Undangan Yang 2
' Lisbih Tinggi Undangan Pengadilan
: Yang Setingkat
1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun | Meningkatkan Materi muatan | Rumusan materi - Rancangan Peraturan
2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap di | kualitas dan | Peraturan Menteri | yang terdapat Menteri dimaksud telah
Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri | menjamin dimaksud tidak | dalam selesai dilakukan
Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang | penyediaan ada yang | Permenaker pengharmonisasian di
Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan | pelayanan publik | bertentangan dimaksud tidak Kementerian Hukum dan
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan | di Kementerian | dengan peraturan | ada yang HAM pada tanggal 25 Mei
pelayanan publik, sehingga perlu diganti. Ketenagakerjaan | perundang- bertentangan 2021 dan telah
Simplifikasi kedua permen tersebut perlu dilakukan | sesuai  dengan | undangan yang | dengan disampaikan hasil
mengingat substansi Permenaker Nomor 30 Tahun | asas umum | lebih tinggi peraturan pengharmonisasian
2015 merupakan bagian dari substansi Permenaker | pemerintahan perundang- kepada Sekretaris
Nomor 36 Tahun 2015 dan kerdua permenaker | yang baik undangan yang Jenderal Kementerian
tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang- setingkat Ketenagakerjaan melalui

Surat No: PPE.PP.01.03-
1048 tanggal 7 Juni 2021
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Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Selasa, 25 Mei 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi

Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan

Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 05 Oktober
2020 telah dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelayanan Publik di
Kementerian Ketenegakerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi
Kelompole 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Hale Asast Manusia Nomor PP 1143, PP.01.03 Tahun 2019 dan dihadiri

oleh:
A. Kementerian Ketenagakerjaan

I. Biro Hulkum,

2. Biro Organisasi dan SDM Aparatur,

3. Biro Hubungan Masyarakat;

4. Pembinaan Pelauhan Vokasi dan Produktivitas;
5. Digen Binapenta dan PKK;

6. Digen PHI dan Jamsos TK;

7. Dijen PPE dian K3;

H, DBarenbang Ketenapakerjaan.

3. Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Kedeputian Pelayanan Publik.



C. Ombudsman Republik Indonesia
1. Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi.
D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kanti Mulyani, S.H., M.H;
Arif Susandi, S.H.1., M.H;
Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
Reni Okti, S.H.

Irgayuni Sonia Anggrita, S.H;

R

Bagas Wigrha Tama, S.H.

2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan

3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang
bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan
pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan

tersebut.
Demikian berita acara ini dilbuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 25 Mei 2021

Pemjakarsa, Tim Harmonisasi
tua,

) (hgnﬂ \a“
(e Mursidayanti) (Aril SAlsandi)

Menpetahun,

Dircktur Perancangan
P ﬂlurml Perundang-undangun,

(Calivinn Swvandarn, S H., ML)
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Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/324/HK.02/IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal
Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya
pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelayanan
Publik di Kementerian Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015
tentang Keikutsertaan Perancang Peraluran Perundang-undangan dalam Pembenlukan Peraturan
Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud
kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan
penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan
Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk

Klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan kepada Yih. :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagal laporan),
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



